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ABSTRAK

PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITASKINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TERHADAP PENERAPAN GOOD

GOVERNANCE PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI RIAU

Oleh:

Diah Ariatin
NPM: 155310590

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, (2) Penerapan Good Governance Pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provins Riau dan (3) Pengaruh
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap
penerapan Good Governance pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provins Riau

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analisis dengan pendekatan survel. Sumber data yang diperoleh untuk pembuatan
skripsi ini berasal dari penyebaran kuesioner dengan Pegawal Negeri Sipil Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provins Riau pada Bagian Bidang
Perencanaan dan Program, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan
Kas, dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan secara keseluruhan berjumlah 32
orang.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: (1) Implementasi system
akuntabilitas kinerja instans pemerintah (SAKIP) pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau termasuk klasifikasi baik dengan nila
rata-rata 4,19. (2) Penerapan Good Governance pada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Riau termasuk dalam kategori sangat baik dengan nilai
ratarrata 4,54. (3) Dan Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instans
pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Good Governance pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provins Riau.

Kata Kunci: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (SAKIP), Good
Governance.
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ABSTRACT
THE EEFECT OF THE IMPLEMENTATION OF ACCOUNTABILITY
SYSTEM PERFORMANCE OF GOVERNMENNT INSTITUTIONS (SAKIP)
ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN THE
FINANCIAL AND ASSETS MANAGEMENT AGENCY OF RIAU
PROVINCE
By:

Diah Ariatin
NPM: 155310590

The purpose of this study was to determine (1) Implementation of the
performance accountability system for government agencies (SAKIP) in the
Regional Financial and Asset Management Agency Riau Province, (2)
Implementation of Good Governance in the Regional Financial and Asset
Management Agency of Riau Province and (3) The effect of accountability system
implementation performance of government agencies (SAKIP) on the
implementation of Good Governance in the Regional Financial and Asset
Management Agency of Riau Province.

The research method used in this research is descriptive analysis with a
survey approach. The data source obtained for the preparation of this thesis came
from distributing questionnaires with Civil Servants of the Regional Financial and
Asset Management Agency of Riau Province in the Planning and Program
Division, Regional Budget, Treasury and Cash, and Accounting and Reporting
Fields totaling 32 people.

The results obtained are: (1) Implementation of the performance
accountability system of government agencies (SAKIP) at the Regional Financial
and Asset Management Agency of Riau Province, including a good classification
with an average value of 4.19, (2) The implementation of Good Governance at the
Regional Financial and Asset Management Agency of Riau Province is included
in the very category with an average score of 4.54, and (3) The implementation of
the performance accountability system of government agencies has a significant
effect on the implementation of Good Governance at the Regional Financial and
Asset Management Agency of Riau Province.

Keywords : Government Agency Performance Accountability System (SAKIP),
Good Governance.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good Govenance atau tata kelola pemerintahan yang baik mulai dikena di
Indonesia pada era reformasi. Istilah good governance pertama kali dipopulerkan
oleh Bank Dunia pada tahun 1990an sebagai bentuk perlawanan terhadap konsep
government yang dinila memiliki banyak kelemahan karena meremehkan
kekuatan atau minimnya partisipasi msyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.

Di Indonesia isu good governance telah memasuki arena perdebatan
pembangunan yang di dorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-
perubahan di sisi pemerintahan maupun disisi warga. Ke depan, pemerintah dan
pemimpin politik diharapkan menjadi lebih  demokratis, efisien dalam
pembangunan sumber daya public, efektif menjalankan fungsi pelayanan public,
lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan, program dan hukum yang dapat
menjamin hak asasi dan keadilan sosial. Sgjalan dengan itu, wargapun diharapkan
menjadi warga ysang memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban, lebih
terinformasi, memiliki solidaritas terhadap sesama, bersedia berpartisipasi aktif
dalam penyelenggaraan urusan publik lainnya dan tidak mementingkan diri
sendiri, Tahir (2015:104).

Pemerintahan yang baik dan bersih pada umumnya terletak pada masyarakat
yang ikut andil dalam control sosial yang efektif yang merupakan ciri-cCiri
masyarakat demokratis sehingga kekuasaan pemerintahanya terbatas dan tidak

bisa sewenang-wenang dimana ha ini telah di atur di daam TAP MPR



No.XI/MPR/1998 tentang penyel enggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN).

Menurut Mardiasmo dalam Depi Oktia (2013) menyatakan bahwa good
governance adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola
sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik
tertentu. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan Good
Governance berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada
prinsip-prinsip  partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparans,
responsivitas, orientasi consensus, keadilan, efektivitas dan efisiens,
akuntabilitas, vis strategis dan saling keterkaitan.

Agar terciptanya good governance atau tata pemerintahan yang baik, salah
satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan adanya sistem pengukuran
kinerja yang baik. Seiring dengan perkembangan waktu, pengukuran kinerja pada
instansi pemerintahan mengalami perubahan orientasi yaitu pengukuran kinerja
yang berorientasi pada input (lebih spesifik anggaran) bergeser pada pengukuran
kinerja yang berorientasi pada hasil (result oriented government) (Asmoko, 2014).

Dalam rangka mendukung terlaksananya sistem pengukuran kinerja maka
pemerintah membuat sistem pengukuran kinerja dengan nama Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintahan dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem pelaporan kinerja
yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan (Pasinringi,

2010).



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan
kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam
hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan
keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, Asmoko
(2014).

Pada Tahun 1999 Pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan Istruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja,
baik pengukuran kinerja pemerintahan pusat maupun daerah. Instruksi Presiden
tersebut beris amanat yang mengharuskan setiagp Instansi Pemenrintahan
mel aksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instanss Pemerintah mengharuskan setiap instans
pemerintah menjelaskan dan mempertanggung jawabkan mengenai keberhasilan
maupun kegagalan tingkat kerja yang telah dicapainya dengan melaporkan atau
membuat dokumen yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instans
Pemerintah (LAKIP).

Dalam Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah mendorong terciptanya
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu syarat terciptanya
pemerintahan yang balk (good governance) dan terpercaya. Untuk
mewujudkannya adalah dengan mengimplementasikan sistem akuntabilitas

kinerjainstansi pemerintah padainstansi pemerintahan.



Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan good
governance memiliki keterkaitan erat berdasarkan pertimbangan bahwa pelaporan
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi alat dalam
mempertanggung jawabkan/ tanggung gugat/ kewajiban memberikan jawaban,
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi alat untuk mewujudkan
good governance, sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah digunakan
sebagal media jawaban atas tantangan akuntansi sector public dalam mewujudkan
akuntabilitas public, serta good governance yang menjadi tujuan akhir dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instanss Pemerintah hal ini tertuang di dalam LAN dan
BPKP 2000 dalam Jgjang dan Irna (2012).

Penelitian ini berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ati
Rodliyati (2014) tentang pengaruh implementasi sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan good governance pada Badan
K epegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian. Peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian ulang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provins Riau apakah dengan objek yang berbeda dapat menghasilkan
penelitian yang sama atau berbeda.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provins Riau yang
terletak di Jalan Cut Nyak Dien kelurahan Jadirgo kecamatan Sukajadi Kota
Pekanbaru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Provinsi Riau. BPKAD Provinsi Riau mempunyai tugas membantu



kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan keuangan dan aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian
kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil
pemerintah di daerah.

Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau
masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penerapan tata
pemerintahan yang baik dan benar (good governance) diantaranya: (1) Kurangnya
transparansi dalam pengelolaan data dan informasi serta kurangnya komunikasi
kepada publik (2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melipuiti
implementasi penganggaran dan akuntansi berbasis akrual belum optimal (3)
Pengel olaan barang milik daerah yang belum sesuai dengan azas fungsi, kepastian
hukum, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai dan (4) Kualitas dan efektifitas
perbendaharaan dan manajemen kas daerah yang belum efektif, efisien dan
ekonomis (Sumber: Rencana Kerja BPKAD Provinsi Riau 2018).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk
mempelgjari dan mendliti lebih lanjut mengena Pengaruh Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good
Governance pada BPKAD Provinsi Riau.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat

dirumuskan permasal ahan sebagai berikut:
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1.

Bagamana Implementas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans
Pemerintah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provins
Riau?

Bagaimana penerapan Good Governance di Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau?

Bagaimana Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah terhadap penerapan Good Governance di Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provins Riau?

Tujuan Penélitian

Tujuan dari pendlitian ini adalah:

1.

Untuk Mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola K euangan dan Aset Daerah
Provins Riaul.

Untuk Mengetahui penerapan Good governance pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provins Riau.

Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah terhadap penerapan Good
governance pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provins Riau.

M anfaat Pendlitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoritis



1)

2)

Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu
pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik yang
berhubungan dengan implementasi sistem akuntabilitas kinerja
instans pemerintah terhadap penerapan good gover nance.

Sebagai sumber referensi serta acuan bagi peneliti lain yang

berkeinginan melakukan penelitian sgenis.

Manfaat Praktis

1)

2)

3)

Bagi Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinss Riau. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan
masukan dan sebagal acuan perbaikan dalam sistem akuntabilitas
kinerja yang baik bagi BPKAD.

Bagi Akademis. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan
sebagai tambahan informasi serta wawasan mengenai
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
terhadap good governance dalam instansi sektor publik dan dapat
menjadi bahan referensi untuk penelitian mahasiswa dimasa yang
akan datang.

Bagi Peneliti. Diharapkan pendlitian ini dapat menambah
wawasan dan pemahaman penulis tentang implementasi sistem
akuntabilitas kinerja instanss pemerintah terhadap good
governance serta dapat menerapkan teori-teori dan pengetahuan
yang diperoleh pada saat perkuliahan terhadap kenyataan di

lapangan.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diterapkan sebagai berikut:

BAB |

BAB I

BAB I11

BAB IV

BAB V

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

serta sistematika penulisan.

: TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan literature
yang berkaitan dan menjadi acuan dalam pembahasan

materi penelitian.

: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenal jenis penelitian,

metode penelitian, hipotesis dan teknik pengumpulan data.

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum objek
penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian

yang meliputi pengujian terhadap model penelitian.

: SIMPULAN DAN SARAN

Daam bab ini dipaparkan kesimpulan dari peneliti dan
saran yang dapat disampaikan terkait hasil dari penelitian

yang telah dilakukan.



BAB ||
TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka
2.1.1 Pengertian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Dengan bertambahnya tuntutan masyarakat mengenai penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih, pemerintah berupaya menerapkan sistem
pertanggungjawaban yang terukur dan sah. Salah satu nya dengan cara
menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan
tujuan agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik, bertanggung
jawab dan terhindar dari praktik-praktik korupsi, kolus dan nepotisme.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa sistem
akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah adalah:
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instanss Pemerintah (SAKIP) merupakan
rangkaian sistematik dari berbaga aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan Kkinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instans pemerintah .
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam Keputusan Menteri
Perdagangan Rl Nomor 1332/M-DAG/K EP/12/2010 tahun 2010:
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (SAKIP) adalah (@)
intrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu
kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja, dan pelaporan kinerja; atau (b) rangkaian sistematik dari berbagai
aktivitas dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran kinerja, pemantauan kinerja, evaluas kinerja dan pelaporan

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjwaban dan
peningkatan kinerjainstansi pemerintah.
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemeintah menurut Wakhyudi et.al
(2011:2) adalah:

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah rangkaian proses
yang sistematis dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang
untuk mencapal tujuan managemen Kinerja, yaitu perencanaan, penetapan
kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam
rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerjainstansi pemerintah.

Berdasarkan pada pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah suatu alat yang digunakan untuk
mempertanggung jawabkan dalam mengukur atau pengukuran kinerja suatu
penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari perencaan strategis, perencanaan
kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja
212 Unsur-unsur di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans
Pemerintah (SAKIP)

Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaan misi organisasi (LAN & BPKP, 2006: 63) dalam Jaang dan Irna
(2012). Pelaksanaan SAKIP itu sendiri terdiri dari lima unsur dengan penjabaran
sebagai berikut:

1. Rencana Strategis/Renstra
INPRES No. 7 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perencanaan strategik
merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul. Rencana
strategik mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran. Cara mencapai
tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program kegiatan yang
realistis dengan mengantisipas perkembangan masa depan.

2. RencanaKinerja
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dasar dari sasaran dan program yang telah ditetapkan
dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instans
pemerintah melalui berbagal kegiatan secara tahunan. Dalam rencana
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kinerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja
yang ada pada tingkat sasaran. Kegiatan rencana kerja ini disusun setiap
awa tahun anggaran dan merupakan komitmen bagi instansi untuk
mencapainya dalam suatu periode tahunan.

3. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan
untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas
dalam rangka menila keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/
program/ kebijakan sesual dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah
(LAN, 2000: 47).

4. Evauas Kinerja
Evaluas kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat
keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam
melaksanakan tugas dan fungs yang dibebankan kepadanya. Evaluas
kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan
pencapaian kinerja. Dalam melakukan evaluas kinerja, hasilnya
dikaitkan dengan sumber daya (input) yang berada di bawah
wewenangnya, seperti sumber daya manusi, danal keuangan, sarana-
prasarana, metode kerja, dan hal lainnyayang berkaitan (LAN, 2000:1).

5. Anaisis Akuntabilitas Kinerja
Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja pada dasarnya menggambarkan
muatan substansi akuntabilitas kinerja, terutama ditujukan untuk
mendapat gambaran yang memadai mengena hakikat dari akuntabilitas
itu sendiri, vyatu mengena Kkewgiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja
tindakan seorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi
kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.

2.1.3 Ruang Lingkup Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah
(SAKIP)

Ruang lingkup Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yaitu:

1. Peaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
berdasarkan pada seluruh kegiatan utama instansi pemerintah dengan
memberikan kontribus atas pencapaian visi dan misi pemerintah,
kegiatan yang menjadi acuan utama seperti:

a. Tugasdan Fungs dari instansi pemerintah

b. Program kerja yang menjadi isu nasional
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c. Aktifitas tetap yang menjadi pencapaian vital vis dan misi
instansi pemerintah.
Ruang lingkup Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah
dilakukan oleh setiap instans pemerintah sebagai pertanggung
jawaban kepada pemerintah pusat (presiden).

2.1.4 Sasaran Sistem AkuntabilitasKinerja Instans Pemerintah (SAKIP)

Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999:

1

Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berjalan
secara efektif dan efisien serta responsif terhadap aspirasi masyarakat
dan lingkungan;

Terwujudnya transparansi instansi pemerintah yang baik dan bersih.
Terwujudnya partisipas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
nasional yang berintegritas.

M eningkatnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2.1.5 Manfaat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (SAKIP)

Menurut Ardiansyah (2010:37), manfaat Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagal berikut:

1

2.

Mempertgjam penetapan prioritas program-program pembangunan
nasional dan daerah.

Meminimalisas  duplikas  pembiayaan kegiatan rutin  dan
pembangunan sekaligus dapat meningkatkan kinerja secara terukur dan
berkelanjutan.

Tersedianya mekanisme pencatatan pemanfaatan sumber daya nasional
dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan nasional dan daerah
secaralebih akurat.

Mempercepat dan meningkatkan keakurasian dalam penyusunan,
revisi, perhitungan APBN sesua dengan amanat UU Keuangan
Negara.

Mencegah penggunaan dana APBN/APBD utuk kegiatan yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Tersedianya sarana dan metoda kerja baru baru dalam pengendalian
sistem mang emen (built in control system) yang lebih handal;
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Dapat mengurangi jenis dan jumlah laporan yang harus dipersiapkan
oleh pgabat disetiap isntansi pemerintah, sehingga waktu kerja
pimpinan dapat difokuskan untuk peningkatan kinerja instansi sesuai
dengan harapan masyarakat.

216 Keunggulan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah

(SAKIP)

Keunggulan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

Ardiansyah (2010:37)

1. Menjadi media dan alat dalam laporan pertanggungjawaban instansi
pemerintah yang baik kepada Presiden sebagai penanggungjawab
penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Sistem akuntabilitas kinerja instans pemerintah pada dasarnya
menggunakan pendekatan mangjemen stratgjik dan pengukuran
kinerja, sehingga diharapkan dapat mendorong perubahan pradigma
penyelenggaraan pemerintahan yaitu antaralain:

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah merupakan upaya
pencegah yang terbukti efektif untuk mencegah korupsi, kolus dan
nepotisme.

4. Memudahkan pemerintah pusat seperti presiden untuk menilai kinerja
instans pemerintah secara keseluruhan.

5. Memudahkan Integras Sistem Perencanaan Nasiona dengan
penganggaran, penentuan prioritas pembiayaan program dan kegiatan
dasar berdasarkan kinerja setiap instansi pemerintah.

6. Membantu Presiden untuk meningkatkan kualitas Laporan

pertanggung  jawaban  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pembangunan dalam konteks akuntabilitas publik yang lebih
transparan sehingga dipercaya oleh masyarakat.

2.1.7 Siklus AkuntabilitasKinerjaInstans Pemerintah

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dasarnya berlandaskan

pada konsep mangemen berbasis kinerja. Adapun tahapan dalam siklus

mangemen berbasis kinerja menurut Rasul dalam Fasti Herianty Akhzan

(2010:19),

1.

Menetapkan rencana stratgjik seperti penetapan vis dan mis
organisasi.
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2. Menetapkan ukuran-ukuran kinerja atas perencanaan stratejik yang
sudah ditetapkan dan selanjutnya diikuti dengan pelaksanaan kegiatan
organisasi.

3. Mengumpulkan data kinerja (termasuk proses pengukuran kinerja),
menganalisis, mereview, dan melaporkan data tersebui.

4. Mangemen organisass menggunakan data yang dilaporkan tersebut
untuk menjadikan acuan perbaikan kinerja, seperti melakukan
perubahan dan koreks atau melakukan penyel arasan (fine-tuning) atas
kegiatan organisasi. Begitu perubahan, koreksi, dan penyelarasan yang
dibutuhkan telah ditetapkan, maka siklus akan berulang lagi.

2.1.8 Pengertian Good Governance

Good Governance adalah penyelenggaraan manaemen pembangunan yang
solid dan bertanggungjawab yang segjalan dengan demokratisasi pasar dan pasar
yang efisen, penghindaran salah alokas dana investass yang langka dan
pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif (Jajang dan Irna,
2012).

Dalam Hardiwinoto (2017) menyebutkan bahwa good governance
merupakan penyelenggaraan pembangunan yang bertanggung jawab yang sejalan
dengan prinsip demokrasi yang bertujuan untuk menghindari adanya salah alokasi
dana sera menghindari terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam politik
maupun administrasi.

Menurut Santosa dalam Rewansyah (2010:91), sebuah pemerintahan
dikatakan baik (good and sound) apabila sumber daya dan masalah-masalah
publik dikelola secara efektif dan efisen dan merupakan respons terhadap
kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Keraf dalam Rewansyah (2010:91)
mengartikan good governance sebagai keberadaan dan berfungsinya beberapa
perangkat kelembagaan publik sedemikian rupa sehingga memungkinkan

kepentingan masyarakat bisa terjamin dengan baik.
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Berdasarkan pengertian good governance yang telah dikemukakan di atas
dapat disimpulkan good governance adalah suatu proses penyelenggaraan
pemerintah yang bertanggungjawab kepada publik untuk dapat mengelola dana
dan sumber daya untuk kemakmuran bersama secara efektif dan efisien guna
menghindari kesalahan dalam pengalokasian dana atau mencegah timbulnya
praktek KKN baik secara politik maupun administratif.

2.1.9 Prinsip-prinsip Good Governance

Dalam penerapan Good Governance, perlu diperhatikan prinsip-prinsip
dasar yang telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sedarmayanti (2012:7) menyebutkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip
utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang bercirikan
kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, kewajiban bagi setiaqp aparatur pemerintah untuk
bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala
tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

2. Transparansi, pemerintahan yang bersih dan baik baik akan bersifat
transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.

3. Keterbukaan, menghendaki terbukanya kesempatan bagi seluruh
kalangan rakyat untuk mengajukan ataupun memberikan tanggapan
dan kritik terhadap pemerintah yang dinilal tidak transparan.

4. Aturan Hukum, pemerintahan yang balk memiliki karakteristik
berupaya memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan
kepada masyarakat atas setiap kebijakan public yang ditempuh.

2.1.10 Manfaat Good Governance

Menurut Hardiwinoto (2017) ada beberapa manfaat yang dirasakan apabila
suatu pemerintah menerapkan good governance antara lain meliputi:

1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas

Dengan menerapkan prinsip-prinsip  penyelenggaraan  pemerintah

berdasarkan good governance pemerintah akan dapat meningkatkan
efisiensi dan produktivitas. Hal ini dikarenakan seluruh personil di
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pemerintah pada setiap level dan biro akan berusaha menyumbangkan
segenap kemampuannya untuk kepentingan pemerintahan dan bukan
atas dasar mencari keuntungan secara pribadi, dan atau kelompok.
Dengan demikian tidak terjadi pemborosan yang diakibatkan
penggunaan sumber daya yang dipergunakan untuk kepentingan pihak
tertentu yang tidak segjalan dengan kepentingan pemerintah daerah.
Setiap personil  pemerintahah yang menyumbangkan seluruh
kemampuannya didasari kepercayaan bahwa kepala daerah juga
melakukan hal sama bagi mereka, yaitu bersikap adil dalam pemberian
penghargaan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan
pemerintahan.

2. Meningkatnya kepercayaan publik
Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance akan dapat
meningkatkan kepercayaan publik. Publik dalam hal ini dapat berupa
mitra pemerintah, baik sebagai investor, pemasok, pelanggan, kreditor,
maupun masyarakat umum. Bagi investor dan kreditor penerapan good
governance bagi mitranya adalah suatu hal yang mutlak untuk dijadikan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
pelepasan dana investas maupun kreditnya. Dengan menerapkan
prinsip good governance, maka baik investor maupun kreditor akan
merasa lebih aman karena pemerintah dijalankan dengan prinsip yang
mengutamakan kepentingan semua pihak.

3. Menjaga kelangsungan pemerintahan daerah
Dengan menjalankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi,
dapat dikontrol  dan bertanggungjawab, maka kelangsungan
pemerintahan dapat dijamin. Dengan prinsip keadilan tidak ada pihak
yang istimewa dan tidak istimewa, karena apabila pemerintahan
dijalankan dengan tidak adil maka akan menimbulkan pertentangan
antara pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan sehingga dapat
mengancam kewibawaan pemerintah daerah. Prinsip transparansi akan
memudahkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah.

4. Dapat mengukur target kinerja pemerintahan daerah
Dengan berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas
dan responsibilitas, maka target kinerja pemerintah dapat lebih diukur
dibandingkan dengan bila pemerintahan tidak menerapkan prinsip yang
didasarkan pada good governance. Dalam hal ini pemerintah lebih
terarah mencapai sasaran-sasaran yang telah diprogram, dan tidak
disibukkan dengan ha-hal yang tidak menjadi sasaran pencapaian
Kinerja pemerintahan.

2.1.11 Faktor-faktor yang Mempengar uhi | mplementasi Good Governance
Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi good governance menurut

K.A Tajuddin dalam (Depi Oktia, 2012):
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Faktor manusia pel aksana (man)

Peran pemerintah seperti pimpinan daerah ataupun Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan pegawai menjadi unsur terpenting dalam
mewujudkan pelaksanaan good governance.

Faktor partisipasi masyarakat (public participation)

Partisipasi aktif dari anggota masyarakat juga tidak terlepas dalam
mewujudkan pemerintahan yang baik. Masyarakat menjadi peran yang
mengkritik pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja nya.
Faktor keuangan daerah (funding or budgeting)

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan
daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah
kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Dengan kata lain,
faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat
pencapaian good governance di daerah atau lokal membutuhkan
danalfinansial.

2.1.12 Peranan Pemerintah dalam proses good governance

Menurut Santoso (2019:143) peran pemerintah dalam proses good

governance sebagai berikut:

1
2.

3.

4,

M erumuskan rangkaian tujuan proses pemerintah

Merumuskan kebijakan public berdasarkan keinginan dan tuntutan
masyarakat

Bertanggung jawab dalan implementas kebijakan, terutama
bertanggungjawab dalam hal hasil dan dampaknya terhadap masyarakat
Sebagal fasilitator, yakni memudahkan atau menjembatani partisipasi
politik ekonomi masyarakat.

2.1.13 Hubungan Implementas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans

Pemerintah (SAKIP) terhadap Good Governance

Daam Instruks Presiden No. 7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (SAKIP) sebagal sadlah satu prasyarat

terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya (good governance). Untuk

mewujudkannya adalah dengan mengimplementasikan sistem akuntabilitas

Kinerjainstansi pemerintah padainstansi pemerintah.
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
serangkaian sistematik atau prosedur yang dijadikan untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan
Kinerjainstansi pemerintah.

Implementasi  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
penerapan good governance memiliki keterkaitan yang sangat erat berdasarkan
pertimbangan bahwa pelaporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
merupakan metode reformasi yang tipikal, sebagai instrument pertanggung
jawaban/ tanggung gugat/ kewajiban memberikan jawaban kepada masyarakat
untuk bersikap transparan dalam berbagai kegiatan yang telah dilakukan, sebagai
salah satu sarana untuk perwujudan good governance dan sebagai jawaban atas
tantangan akuntansi sektor publik dalam mewujudkan akuntabilitas publik; serta
good governance merupakan tujuan akhir sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (LAN dan BPKP, 2000:13 dalam jgjang dan Irna, 2012).

Dengan diterapkan nya sistem akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah pada
instans pemerintah akan meningkatkan kinerja dan juga dapat menciptakan suatu
lingkungan akuntabilitas yang didorong dan dimonitor sehingga akan
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Ati Rodliyati

(2014).



19

2.1.14 Pendlitian Terdahulu
Tinjauan dari penelitian terdahulu berupa nama pendliti, tahun penelitian,

variabel yang dipergunakan serta hasil penelitiannya dapat dilihat seperti pada

tabel berikut:
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No | Namadan Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian

1 Ati Rodliyati Pengaruh implementasi Hasil penelitian

(2014) sistem akuntabilitas kinerja | menunjukkan bahwa
instansi pemerintah implementasi sistem
(SAKIP) terhadap akuntabilitas kinerja
penerapan good governance | instansi pemerintah
(studi pada Badan berpengaruh
Kepegawaian dan Diklat signifikan terhadap
Daerah Kabupaten penerapan good
Tasikmalaya). governance.

2 Jajang Pengaruh implementasi Hasil penelitian
Badruzaman dan | sistem akuntabilitas kinerja | menunjukkan bahwa
IrnaChairunnisa | instansi pemerintah implementasi sistem
(2012) (SAKIP) terhadap akuntabilitas kinerja

penerapan good governance | instansi pemerintah
(studi pada Dinas Daerah memberikan pengaruh
Kabupaten Ciamis). baik terhadap
penerapan good
gover nance.
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3 Depi Oktia
Ruspina (2013)

Pengaruh Kinerja Aparatur
Pemerintah daerah,

Pengel olaan Keuangan
Dagerah dan sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) terhadap
penerapan good governance
(studi Empiris pada
Pemerintah K ota Padang).

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
Kinerja aparatur
pemerintah daerah,
dan pengelolaan
keuangan daerah
berpengaruh
signifikan positif
terhadap good

gover nance
sedangkan sistem
pengendalian internal
pemerintah
berpengaruh
signifikan negatif
terhadap penerapan
good gover nance.

4 Cici Apilya
(2015)

Pengaruh Implementasi
Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
dan Pengelolaan K euangan
Daerah terhadap Good
Govermnet Governance
studi pada SKPD Kabupaten
Rokan Hulu.

Hasil penelitian
menunj ukkan sistem
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
dan pengelolaan
keuangan daerah
secara simultan
berpengaruh
signifikan terhadap
good government
gover nance.

Sumber: Data Olahan 2020

2.1.15 M odedl Pendlitian

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat digambarkan model

penelitian sebagai berikut:




Gambar 2.1
Modd Pendlitian

Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)

(X).
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Sumber: Data Olahan, 2020

2.2 Hipotesis

Good Governance (Y)

Berdasarkan perumusan masalah dari landasan teori yang digjukan, maka

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: “Diduga Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instanss Pemerintah (SAKIP) berpengaruh terhadap

penerapan good governance.”



BAB |11
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Pendlitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian
yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang
diperlukan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang terdiri dari
tahapan identifikass masalah, studi literatur, pengembangan kerangka konsep,
identifikas dan definisi variable, hipotess dan pertanyaan pendlitian,
pengembangan desain penelitian, teknik sampling, pengumpulan data dan
menganalisis data sertainterpretasi hasil penelitian.

3.2 Objek Pendlitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Provins Riau yang bertempat di J. Cut Nyak Dien, jadirejo,
Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Khususnya pada Bagian Internal
(Pegawai).
3.3 Definisi Variabel Penélitian

Sesuai dengan hipotesis yang diteliti “Pengaruh Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instanss Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan Good
Governance pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau”,
maka terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel variabel independen

(X) dan variabel dependen (Y).
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Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adal ah:
1.  Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab
besar kecilnya nilai variabel yang lain (Suliyanto, 2011:7), dalam penelitian ini
yang menjadi variable independen yaitu sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah. Terdapat lima indikator pengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yaitu, 1) rencana strategis/ renstra, 2) rencana kinerja, 3)
pengukuran kinerja, 4) evaluas kinerja dan 5) analisis akuntabilitas kinerja, LAN
& BKP dalam Jgjang dan Irna (2012).

Dalam penélitian ini pengukuran terhadap seorang responden yaitu dengan
sebuah kuesioner yang bersumber dari Mawarni Berutu (2015) yang beris
pernyataan-pernyataan yang kemudian diminta untuk memberikan jawaban
“sangat setuju” sampai dengan “sangat tidak setuju”. Jawaban-jawaban ini
diberikan skor 1 sampai 5.

2. Variabe Terikat (Dependent Variabel)

Variabel terikat adalah variabel yang variasinya dipengaruhi oleh variasi
variabel independent (Suliyanto, 2011:8). Dalam penelitian ini yang menjadi
variable dependen yaitu Good Governance. Menurut Sedarmayanti (2012:7)
terdapat empat indikator Good Governance yaitu, 1) akuntabilitas, 2) transparans,
3) keterbukaan, dan 4) aturan hukum.

Dalam penelitian ini pengukuran terhadap seorang responden dengan
sebuah kuesioner yang bersumber dari Depi Oktia Ruspina (2013) yang berisi

pernyataan-pernyataan yang kemudian diminta untuk memberikan jawaban
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“sangat setuju” sampai dengan “sangat tidak setuju”. Jawaban-jawaban ini

diberikan skor 1 sampai 5.

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala
Sistem Sistem Akuntabilitas Kinerja | 1. Rencana Likert
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) strategis/ renstra
Kinerjalnstans | merupakan rangkaian 2. Rencanakerja
Pemerintah sistematik dari berbagai 3. Pengukuran
(SAKIP) aktivitas, alat, dan prosedur Kinerja
X) yang dirancang untuk tujuan | 4. Evaluas kinerja

penetapan dan pengukuran 5. Andlisis
pengumpulan data, akuntabilitas
pengklasifikasian, kinerja
pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja padainstans (LAN & BPKP
pemerintah, dalam rangka dalam Jajang dan
pertanggungjawaban dan Irna 2012)
peningkatan kinerjainstansi
pemerintah.
(Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014)
Good Good Governance merupakan | 1. Akuntabilitas Likert
Governance suatu penyelenggaraan 2. Transparans
(Y) pembangunan pemerintahan | 3. Keterbukaan
yang bertanggungjawab yang | 4. Aturan Hukum
sesual dengan prinsip
demokrasi yang bertujuan (Sedarmayanti,
untuk menghindari salah 2012:7)

alokas danaataupun
menghindari terjadinya
korupsi, kolusi dan
nepotisme.
(Hardiwinoto, 2017)

Sumber: Data Olahan 2020
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3.4 Populasi dan Sampel
3.4.1 Populasi

Populas adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek
yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sujarweni (2019:65).

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yang penulis teliti yaitu
Pegawal Negeri Sipil yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provins Riau sebanyak 120 orang.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari sgjumlah karakteristik yang dimiliki oleh
populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, peneliti tidak
mungkin mengambil semua untuk penelitian karena terbatasnya dana, tenaga, dan
waktu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili dan harus
valid, Sujarweni (2019:65)

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik
sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu,
disesuaikan dengan tujuan dan masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang
menjadi sampel untuk diteliti adalah bagian yang berkaitan dengan sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan good governance yaitu Pegawai

Negeri Sipil.
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Tabel 3.2
Bidang yang ditdliti

No Bagian Jumlah (Orang)
1 Bidang Perencanaan dan Program 8
2 Bidang Anggaran Daerah 8
3 Bidang Perbendaharaan dan Kas 8
4 Bidang Akuntansi dan Pelaporan 8
Jumlah A

Sumber: Data Olahan, 2020

3.5 Jenisdan Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan
data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara
langsung dari sumbernya atau responden yang berupa kuesioner. Data sekunder
adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tiding langsung, dalam hal ini
yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa struktur organisasi
dan dokumen yang berkaitan dengan system akuntabilitas kinerja instans
pemerintah dan good governance.
3.6 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan teknik
kuesioner yaitu dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan
tertulis kepada responden untuk dijawab, dan kuesioner tersebut akan diantar
langsung ke responden dengan dipandu oleh peneliti dengan menjelaskan item-
item pertanyaan kepada responden pada saat pengisian kuesioner tersebut

dilakukan. S kala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert.
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Tabel 3.3
Instrumen Skala Likert
No Pernyataan Skor
1 | Sangat Setuju (SS) 5
2 | Setyju (S) 4
3 | Netra (N) 3
4 | Tidak Setuju (TS) 2
5 | Sangat Tidak Setuju (STS) 1

Sumber: Suliyanto (2011:10)

Kemudian untuk analisis data dapat digunakan dua alternative analisis
dengan hasil yang sama yaitu dengan melakukan Analisis Interpretasi Rata — rata
Skor. Dalam andlisis ini ditentukan kriteria interpretasi skor yang diawali dengan
menentukan interval kelas dari setiap gradian (aternative jawaban yang disebut
dengan kategori) dengan rumus:

Cl =Range-C
Keterangan:
Cl - Interval Kelas
Range : Skor tertinggi — Skor terendah
C : Jumlah Kelas
Dengan demikian interval kelasnya sebagai berikut:
Cl=(5-1)/5=0,08

Kemudian disusun tabel kriteriainterpretasi berikut:

Tabel 3.4
Kategori Berdasarkan Interval Skor

No Rata - rata skor Keterangan

1 42-5,0 Sangat Baik

2 34-41 Baik

3 2,6-33 Cukup Baik

4 19-25 Tidak Bak

5 1,0-18 Sangat Tidak Baik

Sumber: Sugiyono, (2017)
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3.7 Uji Kualitas Data
Ketepatan pengujian suatu hipotesis sangat tergantung dari kualitas data
yang dipakai dalam pengujian tersebut. Kualitas data penelitian ditentukan oleh
kualitas instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data (Sugiyono,
2016:153). Uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk
menentukan uji validitas dan uji reliabilitas, peneliti menggunakan perhitungan
dengan bantuan SPSS (Statistical Package For Social Scieces) untuk memperoleh
hasil yang terarah.
3.7.1 Uji Instrumen Penelitian
3.7.1.1 Uji Validitas
Untuk mendukung analisis regresi dilakukan uji validitas dari reliabilitas.
Menurut sugiyono (2011:173), instrumen utama yang digunakan dalam penelitian
ini adalah daftar pertanyaan yang disebarkan kepada responden uji validitas.
Dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kevalidan kuesioner. Uji validitas
dilakukan dengan corrected item correlation dengan spss ini merupakan salah
satu dari beberapa cara pengujian validitas instrumen penelitian.
Pada penelitian ini uji validitas akan dilakukan dengan bantuan program
SPSS (Statistical Package For Social Scieces). Kriteria penilaian uji validitas
menurut Sujarweni (2014:83) adalah:
a) Apabilar hitung > r tabel, makaitem kuesioner tersebut valid.
b) Apabilar hitung < r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner

tidak valid.
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3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sujarweni (2014:85) uji reliabilitas merupakan ukuran suatu
kestabilan dan konsisten responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan
kontruk-kontruk pertanyaan yang merupakan dimens suatu variabel dan disusun
dalam suatu bentuk kuesioner.

Untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah reliabel akan dilakukan
pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan program SPSS. Kriteria penilaian
uji reliabilitas adalah:

a) Apabilahasil koefisien Alphalebih besar dari taraf signifikasi 60% atau

0,60 maka kuesioner tersebut reliabel.
b) Apabilahasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikasi 60% atau
0,60 maka kuesioner tersebut tidak reliabel.
3.7.1.3 Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah
kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal
ataukah tidak. Uji normlitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui
bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi
normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk
jumlah sampel yang kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual
berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

Pengujian dengan menggunakan uji statistik One Sample Kolmogorov-Smirnov
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Test (K-S). Jika nilai probabilitas signifikan K-S lebih besar dari 0.05, maka data
berdistribusi normal (Ghozali, 2013:78).
3.8 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penélitian ini adalah analisis regresi
linear sederhana. Menurut Sugiyono (2014:270) regresi sederhana didasarkan
pada hubungan ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel
dependen.

Persamaan umum regresi linear sederhana adalah:

Y =a+ bX

Keterangan:

Y = Good Governance

X = Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

a= Konstanta

b = Koefisien regresi
3.9 Pengujian Hipotesis
3.9.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari
variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Menurut
Suharyadi dan Purwanto (2013:228) menjelaskan langkah yang diperlukan untuk
pengujian hipotesis akan dilakukan yaitu:

1. Menggunakan tingkat signifikasi sebesar 0,05 (0=5%) atau tingkat
keyakinan sebesar 0,95. Hipotesis rumuskan sebagai berikut:

HO: bi =0
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Ha bi 20
K etentuan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:
a) Jikatingkat signifikasi <= 5%, HO ditolak dan Ha diterima
b) Jikatingkat signifikasi > = 5%, HO diterima dan Ha ditolak.
2. Menentukan nilai t tabel dengan rumus N= n-k dan taraf nyata a.
3. Menentukan nilai t hitung dengan rumus.
4. Menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan untuk menerima HO
atau menolak HO. Dengan kriteria hipotesis, yaitu:
t hitung > = tabel, dengan 5% maka HO ditolak, artinya signifikasi.
t hitung < = tabel, dengan 5% maka HO diterima, artinya tidak
signifikan.
3.10 Koefisien Determinasi
Menurut Imam Ghozali (2011:97) Koefisian determinasi (R?) pada intinya
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel
dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R? yang
kecil berarti kamampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi
variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen.
Menurut Trijono (2015:77), Jika R* semakin besar atau medekati 1, maka
model sudah tepat. Untuk data survel yang bersifat cross section data yang
diperoleh dari responden pada waktu yang sama, maka R? 0,2 atau 0,3 sudah

cukup baik.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1 Sgjarah Singkat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provins Riau
adalah Perangkat Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah
(Perda) Provinss Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Riau yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Selaku Perangkat Daerah yang berbentuk Badan, BPKAD berada
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas
pokok menyelenggarakan perumusan  kebijakan, koordinas, fasilitas,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, Bidang Perbendaharaan dan
Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Anggaran Daerah dan
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta menyelenggarakan kewenangan
yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesua dengan Peraturan
Perundang-Undangan.
4.1.2Vis dan Misi
4.1.2.1Vis

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermanfaat dan Unggul di
Indonesia (Riau Bersatu).”
4.1.2.2 Misi
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya

saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.
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2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan
lingkungan dan berkel anjutan.
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya
saing.
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan
pariwisata yang berdaya saing.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik
yang prima berbasis teknologi informasi.
4.1.3 Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan gambaran tentang kerangka dan susunan
perwujudan dari hubungan diantara fungsi, bagian posis maupun orang yang
menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab bagi
masing-masing anggota organisasi. Dengan terciptanya struktur organisasi yang
baik akan tercipta juga suatu kerjasama yang harmonis antara sesama anggota
organisas sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya akan
tercapal sesuai harapan masing-masing anggota perusahaan.
Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan danAset Daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 92 Tahun 2016
tentang kedudukan.Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provins Riau sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi
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Sumber : BPKAD Provinsi Riau, 2020

Uraian tugas dari masing-masing satuan organisasi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai berikut:
1. Sekretariat
Tugas.

Menyelenggarakan urusan pada Subbagian Perencanaan Program,
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Subbagian Umum.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari:
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1) Subbagian Perencanaan Program.

Tugas:

a

C.

d.

Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai
penyusunan rencana program dan laporan;

Memfasilitas tindak lanjut |aporan hasil pemeriksaan;

Mel aksanakan penyususnan renstra dan lakip;

Mengelola sistem informasi keuangan daerah;

2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Tugas:

a

Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis
dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;

Menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan
aset;

Melakukan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan administras
pengel ola keuangan dan asset;

Mengelola tata usaha keuangan dan aset penyiapan pembayaran ggji
pegawali;

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelola keuangan

dan aset;

3) Subbagian Umum dan K epegawaian

Tugas:

a

Menggandakan dan mendistribusikan surat menyurat;
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b. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan
formasi, kesgahteraan pegawai, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat,
ujian diklat, ujian dinas, izin belgar, pembuatan kartu pegawai
(KARPEG), asuransi kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Istri/Suami
(KarigKarsu);

c. Menyelenggarakan urusan kehumasan dan mengatur fasilitas rapat,
pertemuan dan upacara serta kegiatan keprotokolan dan administrasi
perjaanan dinas,

d. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informas untuk
kepentingan masyarakat;

2. Bidang Perbendaharaan dan Kas
Tugas:
Menyelenggarakan urusan pada Subbidang Penerimaan Kas daerah dan
Subbidang Pengeluaran Kas Daerah.
Susunan Organisas Bidang Perbendaharaan Kas Daerah, terdiri dari:
1) Subbidang Penerimaan Kas daerah
Tugas:

a. Mendliti dan memeriksa dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan
penatausahaan data transfer daerah sesual dengan rekening kas umum
daerah;

b. Melakukan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan berupa kas

dan setara kas;
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Memeriksa, menganalisis dan mengevaluasi pertanggung jawaban
pendapatan/penerimaan kas;

Menyusun dan menyediakan laporan penerimaan kas;

Melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan satuan kerja
perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
Menjalankan koordinasi dan sinkronisass penerimaan kas dengan
pengeluaran kas daerah serta dengan fungsi lainnya secara berkal a;

M el aksanakan pengel olaan utang dan piutang daerah;

Menyusun dan menyiapkan anggaran kas penerimaan daerah;

2) Subbidang Pengeluaran Kas Daerah

Tugas:
a

b.

M enyiapkan dokumen penetapan uang persediaan SKPD;

Menyiapkan dokumen penetapan surat penyediaan dana (SPD);
Menyiapkan dokumen penetapan surat perintah pencairan dana (SP2D);
Menyusun laporan keuangan PPKD/BUD;

Meneliti kel engkapan dokumen dan penerbitan SKPP;

Mengecek dokumen atau bukti pengeluaran uang daerah dan
penatausahaan data transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum
daerah;

Melakukan pembukuan dan pengadministrasian pengeluaran daerah yang
berupa kas dan setara kas dalam bentk kas;

Memeriksa, menganaliss dan mengevaluasi pertanggungjawaban

pengeluaran kas;
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i. Melakukan pengawasan dan evaluas kegiatan pada Subbidang
Pengeluaran Kas,

3. Bidang Pembinaan dan Evaluas APBD Kab/Kota
Tugas:

Menyelenggarakan urusan pada Subbidang Pembinaan dan Evaluas
APBD Kab/Kota dan Subbidang Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/K ota.
Susunan Organisasi Bidang Pembinaan dan Evaluass APBD Kab/Kota, terdiri
dari:

1) Subbidang Pembinaan dan Evaluas APBD Kab/K ota.
Tugas:

a. Mengelola administrasi, menyusun dan melaksanakan program kerja
Subbidang Pembinaan dan Evaluasi Kab/K ota;

b. Menyiapkan/ mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan evaluasi
Ranperda APBD, Ranperda Perubahan APBD Kab/Kota;

c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut atas
keputusan Gubernur tentang hasil evaluas Ranperda APBD, Ranperda
Perubahan APBD;

d. Memberikan pelayanan administrasi, informasi, dan fasilitasi Pengelolaan
keuangan K abupaten/K ota;

e. Menghimpun dan mengolah data keuangan K abupaten/K ota;
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2) Subbidang Pertanggungajwaban APBD Kab/K ota.
Tugas:

a. Mengelola administrasi, menyusun dan melaksanakan program kerja
Subbidang Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/K ota;

b. Menyiapkan/ mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan monitoring tindak
lanjut atas keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Ranperda
Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota;

c. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, asistensi, supervisi, dan
monitoring penyusunan laporan keuangan Kab/K ota;

d. Menyiapkan bahan pengolahan data pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD Kab/Kota;

e. Menghimpun data | aporan periodik pelaksanaan APBD Kab/Kota;

4. Bidang Akuntans dan Pelaporan
Tugas:
Menyel enggarakan urusan pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi dan
Subbidang Analisa Data dan Pelaporan.
Sususnan Organisasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:
1) Subbidang Akuntans dan Konsolidasi
Tugas:

a. Mengelola administrass dan menyusun program kerja Subbidang
Akuntansi dan Konsolidasi LPJ SKPD;

b. Melakukan  konsolidasi  pelaporan  keuangan dalam  rangka

pertanggungjawaban pel aksanaan APBD;
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Melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan entitas
akuntansi;
Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari Laporan
Redlisas Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan
Keuangan;
Melaksanakan penyesuaian dan harmonisasi sesuai kondisi dan kebutuhan

pelaporan keuangan pemerintah daerah;

2) Subbidang Analisa Data dan Pelaporan

Tugas:

a

b.

Menyiapkan bahan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi;
Mengumpulkan, mengidentifikass dan menganalisa bahan penyusunan
laporan keuangan;

Mengkoordinir SKPD untuk menyusun laporan semester pertama dan
prognosis,

Menyusun laporan semster pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya;
Melaksanakan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan akuntansi

dan pelaporan pada SKPD;

5. Bidang Anggaran Daerah

Tugas:

Menyelenggarakan urusan pada Subbidang Penyusunan Anggaran dan

Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran.

Susunan Organisas Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari:
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1) Subbidang Penyusunan Anggaran
Tugas:

a. Melaksanakan review atas usulan rencana kerja dan anggaran dan
rancangan DPA-SKPD/SKPKD;

b. Mengliti dan mengevaluas rancangan anggaran kas pendapatan dan
belanjalangsung SKPD/SKPKD;

c. Meaksanakan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah/Perubahan APBD;

d. Melakukan pengawsan dan evaluasi kegiatan pada Subbidang Penyusunan
Anggaran;

e. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan
pel aksanaan tugas pokok Subbidang Penyusunan Anggaran;

2) Subbidang Evaluas dan Pengendalian Anggaran
Tugas:

a. Menyelenggarakan pengendalian APBD sesuai dengan ukuran,
kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi sesuai peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku;

b. Menyusun Standar Biaya Umum Belanja Langsung maupun Belanja Tidak
Langsung;

c. Menyiapkan dan menysun pergeseran anggaran pendapatan dan belanja

langsung;
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d. Menyiapkan bahan dan anaisis usulan revisi dokumen pelaksanaan
anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPA-L);
e. Mengumpulkan bahan dan sumber data APBD sebagai dasar menyusun
dan mengendalikan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6. Bidang Administrasi dan Analisa Kebutuhan Aset:
Tugas:

Bidang Administrasi dan Analisa Kebutuhan Asset mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Administrasi Aset dan
Subbidang Analisa Kebutuhan Aset.

Susunan Organisas Bidang Administrasi dan Analisa Kebutuhan Aset, terdiri
dari:
1) Subbidang Administrasi Aset
Tugas:
a. Mendliti laporan daftar inventarisasi barang dan rekapitulasi daftar
inventarisasi barang Pemerintah daerah persemester / pertahun anggaran;
b. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rekapitulasi induk daftar mutasi
barang Pemerintah daerah persemester / pertahun anggaran;
c. Mengumpulkan dan meneliti daftar hasil pengadaan dan pemeliharaan/
perbaikan barang Pemerintah Daerah pertahun anggaran;
d. Menyusun daftar rekapitulasi hasi pengadaan dan pemeliharaan/ perbaikan
barang pemerintah daerah pertahuna anggaran;
e. Mengumpulkan laporan hasil pengadaan dan pemeliharaan/ perbaikan

pada unit Pemerintah Provins Riau;
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2) Subbidang Analisa Kebutuhan Aset
Tugas:
a. Menyusun program kebutuhan barang pakai habis, barang inventaris dan
pemeliharaan;
b. Menyusun anggaran belanja kebutuhan barang milik Pemerintah Provinsi
Riau;
c. Meakukan evaluasi perencanaan kebutuhan barang dan perencanaan
pemeliharaan barang milik unit;
d. Melakukan evaluas kebutuhan barang paka habis, barang inventaris dan
pemeliharaan;
e. Mengevaluasi anggaran belanja kebutuhan dan pemeliharaan barang;
f. Mengevaluasi kebutuhan aset milik Pemerintah Provins Riau;
7. Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Aset
Tugas:

Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan urusan pada Subbidang Pengadaan Aset dan Subbidang
Pemeliharaan Aset.

Susunan Organisas Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Aset, terdiri dari:
1) Subbidang Pengadaan Aset
Tugas:

a. Melakukan analisa terhadap rencana pengadaan aset;

b. Mengevaluas administrasi pengadaan aset;



c. Menginventarisasi kebutuhan sesuai bidang tugas pokok Subbidang
Pengadaan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecah
masalah;

d. Membuat laporan pengadaan barang kepada atasan:

2) Subbidang Pemeliharaan Aset
Tugas:
a. Melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Aset;
b. Melakukan Pengawasan Pemeliharaan Aset;
c. Mempersigpkan bahan dan mengkoordinir usulan pemeliharaan aset;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang
Pengadaan dan Pemeliharaan Aset secara periodik sebagai bahan
pertanggungjawaban.
4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui kuesioner
yang diberikan kepada Pegawal Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provins Riau sebaga responden, maka dapat diketahui karakteristik
setiap responden. Hal ini dilakukan untuk guna memperoleh informasi agar dapat
menjadi masukan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
dalam upaya peningkatan kinerja karyawan. Analisis data yang digunakan adalah
Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Analisisi regresi linier sederhana, Uji Asumsi
klasik, Uji t dan Koefisien determinasi (R%) dengan menggunakan alat bantu SPSS

vers 20.
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4.2.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui karakteristik-
karakteristik Pegawai Negeri Sipil yang menjadi responden. Dibawah ini adalah
karakteristik responden berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh responden
dengan penjelasan sebagal berikut:
4.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin menjadi salah satu unsur yang penting dalam penentuan
perekrutan pegawai untuk menduduki jabatan yang tersedia. Karakteristik

responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
NoO Jenis_ Jumlah Persentase
Keamin (Orang) (%)
1 | Laki-Laki 17 53
2 | Perempuan 15 47
Jumlah 32 100

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah pegawa negeri sipil
yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang atau sebesar 53%, sedangkan
untuk pegawai negeri sipil yang berjenis kelamin perempuan berjumlah sebanyak
15 orang atau sebesar 47%. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pegawai negeri
sipil yang berjenis kelamin laki-laki lebih mendominasi, hal ini dikarenakan laki-
laki memiliki fisik yang kuat bila dibandingkan dengan perempuan (Herawati,
2013).
4.2.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia menjadi salah satu bentuk klasifikass menentukan tempat dalam

jabatan karena berpengaruh dalam emosional dalam penentuan pengambilan
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keputusan. Adapun karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada

tabel berikut ini:
Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Usia
No Usia Jumlah Per sentase
(Tahun) (Orang) (%)
1 17-25 0 0
2 26-35 18 56
3 36 - 45 9 28
4 46 - 55 5 16
Jumlah 32 100

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 menjelaskan bahwa jumlah pegawa negeri sipil

terbanyak pada usia 26 — 35 tahun yang berjumlah 18 orang dengan tingkat

persentase 56% dan yang paling sedikit pada usia 46 — 55 tahun berjumlah 5

orang dengan tingkat persentase sebesar 16%. Menurut Mahendra dan Woyanti

(2014) usia yang masih dalam masa produktif biasanya mempunya tingkat

produktivitas leih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang sudah berusia tua

sehingga fisik yang dimiliki menjadi lemah dan terbatas.
4.2.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai semakin bijak dalam bertindak
dan mengambil keputusan, karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat

dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No | Pendidikan (Jggrfg) Per{’;;‘)tase
1 | SMA/SMK 0 0
2 Diploma 6 19
3 Sarjana 26 81
Jumlah 32 100

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh data karakteristik responden berdasarkan
tingkat pendidikan dimana yang paling dominan yaitu sarjana dengan jumlah 26
orang dengan tingkat persentase 81% Sedangkan untuk tingkat pendidikan
Diploma berjumlah 6 orang dengan tingkat persentase 19%. Menurut Suyono dan
Hermawan (2013) menyatakan terdapat pengaruh pendidikan terhadap
produktivitas tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi produktivitas kerjanya sebab
orang tersebut akan memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih luas
begitupun sebaliknya.
4.2.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa kerja seseorang dapat mempengaruhi kinerjanya. Karakteristik

responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Responden Berdasarkan MasaKerja
No | MasaKerja g(l)J:na:qag) Per(s;:)tase
1 1-5Tahun 2 6
2 | 6-10Tahun 22 69
3 > 10 Tahun 8 25
Jumlah 32 100

Sumber: Data Olahan, 2020
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Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh data karakteristik responden berdasarkan
masa kerja tertinggi adalah 6 — 10 tahun yang berjumlah 22 orang dengan tingkat
persentase 69%, Sedangkan masa kerja terendah adalah 1-5 tahun dengan tingkat
persentase 6%. Menurut Pamungkas (2017) semakin lama masa kerja seorang
tenaga kerja maka keterampilan dan kemampuan dalam melakukan pekerjaan
semakin meningkat. Pengalaman seseorang melaksanakan pekerjaan secara terus
menerus mampu meningkatkan kedewasaan teknisnya.

4.2.2 Hasil Analisis Deskriptif

Anadlisis deskriptif dimaksudkan untuk mendapat gambaran/deskripsi
mengenai tanggapan dari responden mengenai variabel-variabel yang terdapat
dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas,
yaitu sistem akuntabilitas kinerja instans pemerintah (SAKIP) (X) dan satu
variabel terikat yaitu Good Governance (Y).

4.2.21 Tanggapan Responden Terhadap Variabel sistem akuntabilitas
Kinerjainstans pemerintah (SAKIP) (X)

Variabel sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
memiliki lima indikator, setigp indikator memiliki dua pernyataan. Sehingga total
keseluruhan pernyataan pada variabel SAKIP ada sepuluh pernyataan. Adapun

rekapitulasi hasil jawaban responden dapat dilihat padatabel berikut ini:
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Tabel 4.5
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Rencana Strategis/Renstra
No Pernyataan Kriteria Jawaban | Bobot ‘](;j:zl:; (%) Skor |Rata-Ratg Kriteria
Sangat Settju 5 14 | 4375 | 70
Vis dan misi program instansi tempat saya ;e;w: g 108 506025 702
1 | bekerjatelan ditetapkan sestai rencana Ll ' 444 | Sangat Baik
srateck ot Tidak Setuju 2 0 0 0
= Sarget Tidek Setju| 1 0 0 0
Jumlah 32 100 142
Sangat Setuju 5 5 15.63 25
Pada Instansi tempat saya bekerja telah Setuju 4 27 84.38 108
9 menetapkan indikator kinerja untuk setiap Netral 3 0 0.00 0 416 Baik
kegiatan atau program yang akan Tidak Setuju 2 0 0.00 0 i
dilaksanakan Sangat Tidak Setuju| 1 0 0 0
Jumlah 32 100 133
Rata-rata Indikator Rencana Strategis 4.30 [Sangat Baik

Sumber: Data olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 memperlihatkan nilai rata-rata indikator rencana srategis
sebesar 4,30 berkriteria sangat bailk. Hal ini bermakna bahwa visi dan misi
program instansi tempat saya bekerja telah ditetapkan sesual rencana strategik
organisas dan pada instansi tempat saya bekerja telah menetapkan indikator

kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan secara baik.

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Rencana Kerja
No Pernyataan Kriteria Jawaban | Bobot ‘]Ougna; (%) Skor |Rata-Ratg Kriteria
Sangat Setuju 5 3 9.38 15
K egiatan atau program yang tertuang di == £ £ oo 116
. ; ) Netral 3 0 0.00 0 .
1 | daamrencana kerja telah diakomodir ke : - 4.09 Baik
dalam keria dan . Tidak Setuju 2 0 0 0
encana erja dan angeA Sanget Tidek Setju| 1 0 0 0
Jumlah 32 100 131
Sangat Setuju 5 3 9.38 15
Pada instansi tempat saya bekerja, Setuju 4 29 90.63 116
’ kejelasan sasaran anggaran suatu program Netral 3 0 0.00 0 409 Baik
telah dimengerti oleh semua aparat dan Tidak Setuju 2 0 0.00 0 '
pemimpin Sangat Tidak Setuju| 1 0 0 0
Jumlah 32 100 131
Rata-rata Indikator Rencana Kerja 4.09 Baik

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 memperlihatkan nilai rata-rata indikator rencana
kerja sebesar 4,09 berkriteriabaik. Hal ini bermakna bahwa kegiatan atau program

yang tertuang di dalam rencana kerjatelah diakomodir ke dalam rencana kerja dan
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anggaran dan padainstansi tempat saya bekerja, kejelasan sasaran anggaran suatu

program telah dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin secara baik.

Tabe 4.7
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengukuran Kinerja
No Pernyataan Kriteria Jawaban | Bobot ‘]C;J:)La; (%) Skor |Rata-Ratg Kriteria
Pada Instansi tempat saya bekerja, S Sgtqu 2 > g L
4 : Setuju 4 29 90.63 | 116
pelaksanaan kegiatan telah dikortrol
» o Netral 3 0 0.00 0 .
1 | dengan ukuran atau indikator kinerja yang = - 4.09 Bak
e Rl R o, o R LT % 0 0 g
J suatu kegiatan suatu program === . Y L Y
9 g Jumlah 32 | 100 [ 131
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Setg S,thu i 2% éi;g 130(;
Pemerintah (LAKIP) digunakan sebaggi Na‘: . . T
2 | bahan pertimbangan dalam pengambilan ; n : 4.19 Baik
Tidak Setuju 2 0 0.00 0
keputusan dan merencanakan progam ataul - 5
) Ay Sangat Tidak Setuju| 1 0 0 0
e Jumiah 32 [ 100 | 134
Rata-rata I ndikator Pengukuran Kinerja 4.14 Baik

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 memperlihatkan nilal rata-rata indikator pengukuran

kinerja sebesar 4,14 berkriteria bailk. Hal ini bermakna bahwa pada instans

tempat saya bekerja, pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau

indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau

program dan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instans Pemerintah (LAKIP)

digunakan sebaga bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan

merencanakan program atau kegiatan selanjutnya secara baik.
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Tabel 4.8
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Evaluas Kinerja
No Pernyataan Kriteria Jawaban | Bobot Jg:zlna; (%) Skor |Rata-Ratg Kriteria
Sangat Setuju 5 6 1875 | 30
Adanya evaluesi ekononi, efisien dan = AR SRR
1 | efektivitas apakah kegiatan atau program - - : 419 Baik
teloh sesui dengen target yang itetapkan [==naok SeUu 2 g 0 0
Yeng Qe AN It Tidek Setju| 1 0 0 0
Jumlah 32 100 134
Sangat Setuju 5 5 1563 | 25
Dalam mengevaluesi kinexja dilakukan 2‘:{”;’ ‘3‘ zg %4'03;3 188
2 | dengan membandingkan target dengan = ; - : 416 Bak
- 1 Tidak Setuju 2 0 0.00 0
sesunggmy Sangat Tidak Setju| 1 0 0 0
Jumlah 32 100 133
Rata-rata Indikator Evaluasi Kinerja 417 Baik

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.8 memperlihatkan nilai rata-rata indikator evaluasi
kinerja sebesar 4,17 berkriteria baik. Hal ini bermakna bahwa adanya evaluasi
ekonomi, efisien dan efektivitas apakah kegiatan atau program telah sesuai dengan
target yang ditetapkan dan dalam mengevaluas kinerja dilakukan dengan

membandingkan target dengan realisasi sesungguhnya secara baik.

Tabe 4.9
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Analisis akuntabilitas Kinerja
No Pernyataan Kriteria Jawaban | Bobot Jcl)ﬂna; (%) Skor |Rata-Ratg Kriteria
Sangat Setuju 5 6 18.75 30
Pimpinan dan pegawai Setuju 4 26 81.25 104
1 mempertanggungjawabkan Netral 3 0 0.00 0 419 Baik
(accountable) hasil dari suatu programatau]  Tidak Setuju 2 0 0 0 '
kegiatan yang telah dilakukan Sangat Tidak Setuju] 1 0 0 0
Jumlah 32 100 134
Instansi tempat saya bekerja telah Sanget Sgtqu > 9 2813 45
IS Setuju 4 23 71.88 92
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Neva 3 0 0.00 0
2 |Instansi Pemerinteh (LAKIP) sestai dengant———— o : 428 | Sangat Bak
eraturan perundanceund Tidak Setuju 2 0 0.00 0
P P bej;fu APNYNY I ongat Tidak Setju| 1 0 0 0
Jumlah 32 100 137
Rata-rata Indikator Analisis Akuntahilitas Kinerja 4.23 | Sangat Bak

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.9 memperlihatkan nilai rata-rata indikator analisis
akuntabilitas kinerja sebesar 4,23 berkriteria sangat baik. Hal ini bermakna bahwa

pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan (accountable) hasil dari suatu
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program atau kegiatan yang telah dilakukan dan instansi tempat saya bekerjatelah

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instanss Pemerintah (LAKIP) sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sangat baik.

4.2.2.2 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Good Governance (YY)

Variabel Good Governance memiliki empat indikator, setiap indikator

memiliki dua pernyataan. Sehingga total keseluruhan pernyataan pada variabel

Good Governance ada delapan pernyataan. Adapun rekapitulasi hasil jawaban

responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabd 4.10
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Akuntabilitas
No Pernyataan Kriteria Jawaban | Bobot ‘](;I:n;na; (%) | Skor |Rata-Ratg Kriteria
Sangat Setuju 5 17 [5313] 85
Adanya kejelasan antara saran dan Setuju 4 15 |46.83| 60
tujuan dari suatu program atau Netral 3 0 0.00 0 - .
L kegiatan yang akan dan sedang Tidak Setuju 2 0 0 0 e Baik
dilaksanakan Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0
Jumlah 32 100 145
Sangat Setuju 5 13 | 4063] 65
Telah : ajelas Setuju 4 19 59.38 | 76
2 |tugas, fungs dan wewerang sebagg pLsd S 1 0 L0001 0 | 44 | sangetBak
Lges, TLngs , A Tidak Seju 2 0 |ooo| o '
Pl Sanget Tidek Setju | 1 0 -
Jumlah 32 100 141
Rata-rata I ndikator Akuntabilitas 4.47 Sangat Baik
Sumber: Data Olahan, 2020
Berdasarkan tabel 4.10 memperlihatkan nilai  rata-rata indikator

akuntabilitas sebesar 4,47 berkriteria sangat baik. Hal ini bermakna bahwa adanya

kejelasan antara sasaran dan tujuan dari suatu program atau kegiatan yang akan

dan sedang dilaksanakan dan telah mengetahui secara jelas tugas, fungs dan

wewenang sebagai pegawal sangat baik.
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Tabel 4.11
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Transparans
No Pernyataan Kriteria Jawaban | Bobot J{Szf: (%) | Skor |Rata-Ratg Kriteria
Sangat Settju 5 13 | 4063 | 65
Settju 4 19 | 5938 76
1 o Sdalﬂrgg:ate?iatan atiu perd : P S 441 Baik
rogram periu di ran ke . al
P gatas gan dipublikaa;fan Tidak Setuju <A ™A, S
Sangat Tidek Setuju | 1 0 0 0
Jumlah 32 100 | 141
Adanya pemberitahuan tentang Sangat Seftju 5 17 |5313| 85
laporan redlisas anggaran, laporan Setiu 4 15 | 2688| 60
neraca, pelaporan arus kas dan
, | 1poran cataian atas keuangan Netral 3 0 (000 O 453 | sencet Beik
kep{ada rtebvarékat fiengm dimuat | Tidak Settju 2 0 [oo0| o
dég;‘:ﬁﬂ:ﬁiﬁiﬁ S TidakSetju | 1 | 0 | 0
mesyarakat Jumlah 32 | 100 | 145
Rata-rata Indikator Transparansi 447 | Sangat Baik
Sumber: Data Olahan, 2020
Berdasarkan tabel 4.11 memperlihatkan nilai  rata-rata indikator

transparansi sebesar 4,47 berkriteria sangat baik. Hal ini bermakna bahwa setiap

selesainya kegiatan atau program perlu dibuat |aporan ke atas dan dipublikasikan

dan adanya pemberitahuan tentang laporan realisas anggaran, laporan neraca,

laporan arus kas dan laporan catatan atas keuangan kepada masyarakat dengan di

muat di media publikasi yang dapat dengan mudah diakses olen masyarakat

sangat baik.



Tabd 4.12
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Keterbukaan
No Pernyataan Kriteria Jawaban | Bobot J(;J:nalna; (%) | Skor |Rata-Ratg Kriteria
Sangat Setuju 5 12 [3750] 60
Adanya keterbukaan pemerintah Selyu 4 20 162501 80
. Netral 3 0 0.00 0 .
1 akan menciptakan tata - - 4.38 Sangat Baik
ermerintahan baik Tidak Setuju 2 0 0 0
P e Sanget Tidek Setju | 1 0 0 0
Jumlah 32 100 140
Sangat Setuju 5 23 | 7288 115
Adanya keterlibatan masyarakat Setuju 4 9 2813 | 36
dalam pembuatan keputusan dapat Netral 3 0 0.00 0 ]
2 | mendiptakan tata pemerirtahan Tidak Settju 2 [ o0 lom]| o | 47 |SrBak
yang baik Sangat Tidak Setuju l 0 0 0
Jumlah 32 100 | 151
Rata-rata | ndikator Keterbukaan 4.55 | Sangat Bak
Sumber: Data Olahan, 2020
Berdasarkan tabel 4.12 memperlihatkan nilai  rata-rata indikator

keterbukaan sebesar 4,55 berkriteria sangat baik. Hal ini bermakna bahwa adanya
keterbukaan pemerintah dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik dan
adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuat keputusan dapat menciptakan tata

pemerintahan yang baik.

Tabd 4.13
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Aturan Hukum
No Pernyataan Kriteria Jawaban | Bobot Jggfg (%) | Skor |Rata-Ratg Kriteria
Sangat Setuju 5 19 [5938] 95
Dalam pelaksanaan akuntabilitas Setuju 4 13 | 4063 [ 52
publik, instansi tempat saya bekerjal Netral 3 0 0.00 0 .
1| tetah menteati hukum dan peraturan|  Tidak Setju 2 | 0 | o | o | 49 |SaBak
perundang-undangan Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0
Jumlah 32 100 [ 147
Sangat Settju 5 23 | 7188 115
Adanya kerangka hukum yang kuat Setu 4 9 28131 36
2 | merupakan ciri dari pemerintehan Netrd 3 1 0 1001 0 1 47 | samBak
pbaik (good c?vernance) Tidak Setyu 2 0 0.00 0 .
yangbalk {good g SagtTidkSetju| 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah 32 100 151
Rata-rata I ndikator Aturan Hukum 4.66 | Sangat Bak

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.13 memperlihatkan nilai rata-rata indikator aturan
hukum sebesar 4,66 berkriteria sangat baik. Hal ini bermakna bahwa dalam

pelaksanaan akuntabilitas publik, instans tempat saya bekerja telah mentaati
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hukum dan peraturan perundang — undangan dan adanya kerangka hukum yang
kuat merupakan ciri-ciri dari pemerintahan yang baik (good governance).

4.2.2.3 Rekapitulas Tanggapan Responden

4.2.2.3.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah (SAKI1P)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah suatu rangkaian atau
prosedur yang digunakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bak
dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem pelaporan kinerja yang selaras
dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Untuk mengetahui bagaimana
rekapitulasi tanggapan responden mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Riau, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Rekapitulas Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sistem

AkuntabilitasKinerja I nstans Pemerintah (SAKI|P) Pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provins Riau

Rata-

No Indikator rata Kategori
1 | Rencana Strategis 4.30 Sangat Baik
2 | RencanaKerja 4.09 Bak
3 | Pengukuran Kinerja 4.14 Baik
4 | Evaluas Kinerja 417 Bak
5 | Analisis Akuntabilitas Kinerja 4.23 Sangat Baik
tha—rgthariapel sistem akuntabilitas 419 Baik

Kinerjainstansi pemerintah (SAKIP)

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa indikator Evaluasi Kinerja
memiliki rata — rata terendah yaitu sebesar 4,17 dan indikator rencana strategis

memiliki rata — rata tertinggi yaitu sebesar 4,30 sehingga di dapat rata — rata
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variabel sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari  keseluruhan
indikator yaitu sebesar 4,19 dengan kategori baik.
4.2.2.3.2 Good Governance

Good Governance merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan
bertanggung jawab dan digunakan untuk menghindari salah alokasi dana dan
investasi serta menghindari adanya kolusi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk
menegtahui  bagaimana rekapitulasi tanggapan responden mengenai good
governance pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provins Riau,
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Rekapitulas Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Good

Governance pada Badan Pengelola K euangan dan Aset Daerah
Provins Riau

Rata-
No Indikator rata Kategori
1 | Akuntabilitas 4.47 Sangat Baik
2 | Transparans 4.47 Sangat Baik
3 | Keterbukaan 455 Sangat Baik
4 | Aturan Hukum 4.66 Sangat Baik
Rata-rata Variabel Good Governance 454 Sangat Baik

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa indikator Akuntabilitas dan
Transparansi memiliki nilai terendah yaitu sebesar 4,47 dan indikator Aturan
Hukum memiliki rata — rata tertinggi yaitu 4,66 sehingga di dapat rata — rata
variabel Good Governance dari keseluruhan indikator yaitu sebesar 4,54 dengan

kategori sangat baik.
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4.2.3 Hasil Pengujian
4.2.3.1 Uji validitas

Uji vaiditas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya indikator atau
kuesioner dari masing — masing variabel. Pengujian validitas dilakukan dengan
bantuan SPSS versi 2.0 dengan metode analisis corrected item-total correlation,
pengujian suatu data dapat dikatakan valid apabila Sig hitung < Sig a 0,05.
Dengan rumus (df) = n — 2 = 32 — 2 = 30, sehingga di dapat r tabel untuk df
dengan 30 dengan a 0,05 adalah 0,3494.

Berikut ini tabel hasil validitas terhadap variabel Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instans Pemerintah (SAKIP) (X) :

Tabel 4.16

Hasi| Perhitungan Validitas Variabel Sistem Akuntabilitas
Kinerjalnstans Pemerintah (X)

Item Pernyataan | corrected item- n Iabel Keterangan
total correlation
Pernyataan 1 0,587 32 0,3494 Valid
Pernyataan 2 0,947 32 0,3494 Valid
Pernyataan 3 0,752 32 0,3494 Valid
Pernyataan 4 0,752 32 0,3494 Valid
Pernyataan 5 0,752 32 0,3494 Valid
Pernyataan 6 0,947 32 0,3494 Valid
Pernyataan 7 0,947 o 0,3494 Valid
Pernyataan 8 0,947 32 0,3494 Valid
Pernyataan 9 0,947 02 0,3494 Valid
Pernyataan 10 0,751 32 0,3494 Valid

Sumber : Data Olahan SPSS 2.0, 2020

Dari tabel 4.16 diperoleh hasil ke-10 item pernyataan pembentuk variabel
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel X dengan nilai
corrected item-total correlation lebih besar dari nilai rae yaitu 0,3494. Dapat
dismpulkan bahwa item dari data tersebut seluruhnya sudah dinyatakan valid.

Untuk selanjutnya dapat dilakukan proses reliabilitas.
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Selanjutnya adalah uji validitas terhadap variabel Variabel Good

Governance (Y) adalah sebagai berikut :

Tabd 4.17
Hasil Perhitungan Validitas Variabel Good Governance (Y)
Item Pernyataan | corrected item- n Itabel K eterangan
total correlation
Pernyataan 1 0,836 32 0,3494 Valid
Pernyataan 2 0,886 32 0,3494 Valid
Pernyataan 3 0,886 Xy 0,3494 Valid
Pernyataan 4 0,836 32 0,3494 Valid
Pernyataan 5 0,886 32 0,3494 Valid
Pernyataan 6 D, /55 32 0,3494 Valid
Pernyataan 7 0,693 32 0,3494 Valid
Pernyataan 8 0,755 32 0,3494 Valid

Sumber : Data Olahan SPSS 2.0, 2020

Dari tabel 4.17 diperoleh hasil ke-8 item pernyataan pembentuk variabel
good governance (Y) dengan nilai corrected item-total correlation lebih besar
dari nila rtabel yaitu 0,3494. Dapat disimpulkan bahwa item dari data tersebut
seluruhnya sudah dinyatakan valid. Untuk selanjutnya dapat dilakukan proses
reliabilitas.
4.2.3.2 Uji Reliabilitas

Metode pengujian reliabilitas yang digunakan peneliti adalah metode
Cronbach’s Alpha karena metode ini sangat cocok digunakan pada skor berbentuk
skala. Batasan minima metode Cronbach’s Alpha adalah 0,60 dimana semakin
besar koefisien reliabilitasnya maka semakin reliable suatu instrumen. Pengujian
penghitungan uji reliabilitas ini menggunakan SPSS vers 2.0 dan berikut tabel uji

reliabilitas.



59

Tabel 4.18
Hasil Perhitungan Reliabilitas I nstrumen Penelitian
. Cronbach’s Standar
Variabel Alpha Reliabilitas Keterangan
Sistem Akuntabilitas Kinerja .
Instansi Pemerintah (SAKIP) 0,958 0.0 Reliabd
Penerapan Good Governance 0,950 0,60 Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS 2.0, 2020

Dari tabel 4.18 dapat dilihat bahwa masing — masing variabel memiliki
nilai Croanbach’s Alpha diatas 0,60 yang berarti dapat dikatakan bahwa data yang
ada dari keseluruhan variabel adalah reliabel, maka data tersebut layak dipakai
untuk pengambilan data penelitian.
4.2.3.3 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah
kelompok ata atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal
ataukah tidak. Pengujian dengan menggunakan uji statistik One Sample
Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Jika nilai probabilitas signifikan K-S Iebih besar
dari 0.05, maka data berdistribusi normal.

Tabel 4.19
Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual

N 32
Normal Mean ,0000000
Parameters™” Std. Deviation 2,77012605
Most Extreme Absolute 211
Differences Positive 211

Negative -, 156
Kolmogorov-Smirnov Z 1,193
Asymp. Sig. (2-tailed) ,116
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Data Olahan SPSS 2.0, 2020
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Dari tabel 4.19 dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas data menunjukkan
bahwa nilai signifikansi pengujian Kolmogrov-Smirnov sebesar 0,116 > 0,05
berdistribusi norma maka data tersebut dapat digunakan untuk penelitian lebih

lanjut.

4.2.3.4 Tenik Analisis Data

Metode andisis yang digunakan dalam pendlitian ini adalah analisis
regresi linier sederhana. Data hasi| tanggapan responden mengenai variabel sistem
akuntabilitas kinerja instansipemerintah terhadap variabel penerapan good
governance kemudian di distribusikan ke dalam program spss versi 20 untuk
mengetahui bagaimana hubungan variabel tersebut. Berikut ini adalah hasil
perhitungan analisis regresi linier sederhana sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah terhadap penerapan good governance pada badan pengel ola keuangan
dan asset daerah provins riau :

Tabel 4.20
AnalisisRegres Linier Sederhana

Coefficients®
Mode] Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 11,800 6,401
SAKIP ,584 ,152 574
a. Dependent Variable: Good Governance

Sumber : Data Olahan SPSS 2.0, 2020

Dari tabel 4.20 maka persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian
ini adalah :
Y =a+bX

Y =11,800 + 0,584X
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Persamaan regresi linier sederhana di atas dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Nila Konstanta (a)

sebesar 11,800 yang berarti

apabila sistem

akuntabilitas kinerja instans pemerintah (SAKIP) nilainya adalah nol,

maka penerapan good gover nance nilainya adalah 11,800 satuan.

2. Nilai koefisien regresi variabel sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (SAKIP) sebesar 0,584 yang berarti jika sistem akuntabilitas

Kinerja instansi pemerintah (SAKIP) mengalami kenaikkan satu satuan,

maka penerapan good governance akan mengalami kenaikkan sebesar

0,584 satuan.

4.2.3.5 Pengujian Hipotesis

4.2.3.5.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Tujuan dari uji parsia adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh

dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilal thwng dengan tiape

pada alpha 5% (0,05) dengan degree of freedom (df) =t (a/2; n—-k-1=1t (0,025

- 30) = 2,04227.
Tabel 4.21
Analisisuji t
Coefficients®
Model Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 11.800 6,401 1,844 ,075
SAKIP ,584 ,152 574 3,841 ,001
a. Dependent Variable: Good Governance

Sumber : Data Olahan SPSS 2.0, 2020

Syarat : thitung> tiaver Signifikan 0,05
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Berdasarkan hasil output menggunakan uji statistik t padatabel 4.21 diatas
diperoleh thiung Sebesar 3,841 > tipa 2,04227 dan nilai signifikan 0,001 < 0,05,
maka ha ini menunjukkan bahwa secara parsia sistem akuntabilitas kinerja
instans pemerintah (SAKIP) berpengaruh signifikan terhadap penerapan good
gover nance pada badan pengel ola keuangan dan aset daerah provins riau.
4.2.3.6 Koefisien Deter minasi (R?)

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R? yang kecil
berarti kamampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan varias
variabel dependen amat terbatas. Jika R?* semakin besar atau medekati 1, maka
model sudah tepat. Untuk data survel yang bersifat cross section data yang
diperoleh dari responden pada waktu yang sama, maka R? 0,2 atau 0,3 sudah
cukup baik.

Tabel 4.22

Hasil Uji Koefisien Deter minas
Model Summary

R R Square Adsjusted R Std.EE:_ror (t)f the
Model quare Stimate
1 574° 330 307 2,816

a. Predictors: (Constant), SAKIP
Sumber : Data Olahan SPSS 2.0, 2020

Dari tabel 4.22 dapat dilihat bahwa nilal koefisien determinasi (R Square)
sebesar 0,330 artinya 33% variabel good governance dijelaskan oleh variabel
implementasi sistem akuntabilitas kinerja instans pemerintah (SAKIP),
sedangkan 67% dijelaskan oleh variabel - variabel lainnya yang tidak dimasukkan

kedalam penélitian ini.
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4.2.4 Pembahasan Hasil Penelitian
4241 Implementas Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah
(SAKIP)

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai pernyataan-
pernyataan yang diberikan peneliti kepada responden melalui kuesioner untuk
mendapatkan gambaran mengenai implementas sistem akuntabilitas kinerja
instans pemerintah (SAKIP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provins Riau, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provins Riau berkriteria baik dengan rata-rata indikator sebesar
4,19. Jadi, dapat dismpulkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provins
Riau telah dilaksanakan secara balk, tetapi belum dilakukan secara optimal
sehingga masih bisa untuk lebih ditingkatkan lagi.
4.2.4.2 Pener apan Good Governance

Berdasarkan  hasil rekapitulas tanggapan responden mengenai
pernyataan-pernyataan yang diberikan peneliti kepada responden melalui
penyebaran kuesioner untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan good
governance pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Provins Riau,
maka hasi| tersebut menunjukkan bahwa penerapan good governance pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berkriteria sangat baik
dengan rata-rata indikator sebesar 4,54. Hal ini sgjalan dengan penilaian yang

diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provins Riau yang



memberikan opini wajar. Sumber: Opini LKPD Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2018.

Jadi, dapat dismpulkan bahwa penerapan good governance pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah dilaksanakan dengan
sangat baik, namun belum dilakukan secara optimal sehingga masih bisa untuk
lebih ditingkatkan lagi.
4.2.4.3 Pengaruh Implementas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans
Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan Good Governance

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah dan good governance sesuai dengan regresi linier sederhana
yakni Y = 11,800 + 0,584X. Dari analisis tersebut dapat diketahui bahwanilai dari
aadalah 11,800. Nila ini menunjukkan bahwa pada saat nilai sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah bernilai nol, maka good governance akan bernilai
11,800. Sedangkan nilai dari b pada X yaitu sebesar 0,584 menunjukkan bahwa
ketika terjadi kenaikkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar
satu satuan, maka good governance akan meningkat sebesar 0,584 satuan.

Dari segi pengaruh terhadap variabel good governance, maka hasilnya
akan menunjukkan hubungan positif dan signifikan sehingga dapat diartikan
bahwa good governance yang baik dibentuk oleh variabel sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintahan yang baik pula, jika sistem akuntabilitas kinerja
instans pemerintah lebih ditingkatkan lagi, maka akan meningkatkan good

governance secara optimal.
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Dari hasil uji determinasi adalah sebesar 0,330 artinya 33% variabel good
governance (Y) dipengaruhi oleh sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(SAKIP) (X), sedangkan 67% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak
diteliti.

Hal ini sgalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh terhadap good
governance, sesuai dengan pendlitian Jgjang Badruzaman dan Irna Chairunnisa
(2012) dengan judul “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance Pada 14
Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis” hasil penelitian
menunjukkan bahwa Implementass Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan Penerapan Good Governance memiliki hubungan kuat,
berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa 61% dari
penerapan good governance di pengaruhi oleh implementasi SAKIP. Dan juga
sgjalan dengan penelitian terdahulu oleh Ati Rodliyati (2014) Jurnal JAWARA,
dengan judul “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance Pada BKPLD
Kabupaten Tasikmalaya” hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) berpengaruh signifikan dan

berdasarkan perhitungan koefisien determinasi sebesar 39,3%.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

beberapa hal sebagai berikut :

1

Implementas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
pada Badan Pengelola K euangan dan Aset Daerah Provinsi Riau termasuk
dalam klasifikasi baik dengan nila rata — rata 4,19. Penilaian tersebut
diukur dengan menggunakan indikator Rencana Strategis, Rencana Kerja,
Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerjadan Analisis Akuntabilitas Kinerja.
Penerapan Good Governance pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Riau termasuk dalam klasifikasi sangat baik dengan nilai
rata — rata 4,54. Penilaian diukur dengan menggunakan indikator
Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan dan Aturan Hukum.

Impelentasi  sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
berpengaruh signifikan terhadap penerapan good governance pada Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provins Riau.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

Untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provins Riau agar
lebih meningkatkan lagi dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja
instans pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance).

66
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2. Untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau agar
lebih mempublikasikan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah lebih lengkap agar |ebih mudah diakses oleh masyarakat.

3. Pada pendlitian selanjutnya diharapkan agar menambah variabel penelitian

lainnya sehingga mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.
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